
 
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI 
NOMOR   8   TAHUN   2011 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI NGAWI, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Peraturan Daerah yang 
mengatur tentang Retribusi Izin Pelayanan Persampahan / Kebersihan 
perlu diganti ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan .  

 
Mengingat : 1.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9) ; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,  Tambahan Lembaran 
Negara   Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 4389) ; 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun  2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 4844) ; 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4851) ; 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 5049) ; 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 



 2 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 5161) ; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/Prt/M/2006 tentang 
Kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan Sitem Pengelolaan 
Persampahan ; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  II  Ngawi Nomor 7 Tahun 
1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di  lingkungan          
Pemerintah Kabupaten  Daerah Tingkat II Ngawi ; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 07 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor  07) ; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi 
Tahun 2008 Nomor 04). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI 

dan  

BUPATI NGAWI 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN 

PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN . 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ngawi. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi. 
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3. Bupati adalah Bupati Ngawi. 
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi 

daerah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. 
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk 
apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang 
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 

6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang 
berbentuk padat. 

7. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya 
memerlukan pengelolaan khusus. 

8. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. 
9. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan 

timbulan sampah. 
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 
11. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat 

pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 
12. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan 

pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan 
pemrosesan akhir sampah. 

13. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah 
ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 

14. Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat 
yang disediakan oleh pemerintah kabupaten untuk menampung sampah buangan dari 
masyarakat. 

15. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat yang 
disediakan oleh pemerintah kabupaten untuk menampung dan memusnahkan sampah 
di Kabupaten Ngawi. 

16. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan  yang selanjutnya disebut Retribusi 
Sampah adalah biaya yang dipungut Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas 
pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah untuk kepentingan dan kemanfaatan 
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi  atau badan. 

17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek 
dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan 
penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

18. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

19. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 
atau badan. 

20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi tertentu. 

21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi 
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Kabupaten Ngawi. 
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22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang 

digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi 
yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan 
oleh Kepala Daerah. 

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 
keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi. 

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau 
tidak seharusnya terutang. 

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

26. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi. 
 

BAB II 
NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

 
Pasal 2 

 
Dengan nama Retribusi Sampah dipungut retribusi atas pelayanan kebersihan dan 
pengelolaan sampah yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah. 
 

Pasal 3 
 

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah, meliputi : 
a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan 

sementara 
b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke 

lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan 
c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. 

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum 
lainya. 

 
Pasal  4 

 
Subyek reribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut memanfaatkan/menikmati 
penyelenggaraan pelayanan persampahan / kebersihan. 

 
Pasal  5 

 
Wajib retribusi sampah adalah orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan dan/atau 
menikmati penyelenggaraan kebersihan dan pengelolaan sampah. 
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BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 
 

Pasal  6 
Retribusi sampah termasuk jenis retribusi jasa umum. 
 

BAB  IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  

 
Pasal   7 

 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, volume, dan jangka waktu pelayanan 
kebersihan. 

 
BAB V 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI  
 

Pasal   8 
 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan 
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek 
keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut 
 

BAB VI 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 
Pasal   9 

 
Struktur dan besarnya tarif retribusi sampah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Daerah ini.  

 
BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 
 

Pasal   10 
 

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Ngawi. 
 
 
 
 


